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Trisna Muliana (2021)  Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali 
Bagi  Anak yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar 
Nikah Pada Kua Kecamatan Tampan Pekanbaru 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh anak yang lahir akibat kehamilan 
diluar nikah tetapi di lahirkan dalam pernikahan yang sah, lalu siapakah yang 
menjadi wali nikahnya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang selaras dengan 
Kompilasi Hukum Islam (KHI)  tidak menyebutkan hal tersebut secara gamblang. 
Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi KUA Kec. Tampan dalam 
menentukan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah. 
Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah 
satu rukun dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang di lakukan tanpa wali 
hukumnya tidak sah. Hal tersebut di tegaskan dalam KHI pasal 19 :  “Wali nikah 
dalam perkawinan adalah rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita 
yang bertindak untuk menikahkanya. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), dalam hal ini 
data ataupun informasi yang didapatkan oleh peneliti bersumber dari interview 
atau wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, Administrasi Umum dan Petugas 
Tata Usaha di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan  
Setelah data-data yang diperlukan telah terkumpul, langkah yang 
selanjutnya adalah menganalisis dengan metode deskritif Kualitatif dengan pola 
pikir deduktif.  
Hasil penelitian ini adalah pendapat Kepala KUA, Penghulu, Administrasi 
Umum dan Petugas tata Usaha terhadap penentuan wali nikah bagi anak yang 
lahir akibat kehamilan diluar nikah. Apabila anak tersebut anak yang lahir akibat 
kehamilan diluar nikah atau disebabkan zina wali nikah nya adalah wali hakim. 
Meskipun anak tersebut lahir didalam perkawinan yang sah. Di Indonesia dalam 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam 
menggunakan mazhab Syafi’i. Menurut mazhab Syafi’i, seorang perempuan yang 
ingin melakukan pernikahan harus mempunyai wali dan wali dalam mazhab ini 
mempunyai kedudukan sebagai salah astu rukun yang harus di penuhi dalam 
pernikahan. Adapun dalam perwalian bagi anak yang lahir akibat kehamilan di 
luar nikah menurut mazhab Syafi’i bukanlah bapak biologisnya dan bapa 
biologisnya tidak memiliki hak wali bagi anaknya karena telah terputus nasab 
syar’i dan apabila terjadi perselisihan maka wali bagi perempuan itu adalah 
sulthan atau penguasa (wali hakim) 
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Gambar 2.1  Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan 







A. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga 
mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan 




Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut 
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj.  Kedua kata ini yang terpakai didalam  
kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan 
Hadits nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur’an dengan arti 
kawin,
2
 sebagaimana dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 
ۡ ٌ إِ َٔۡۡ ۡفِي ِسطُْٕا ۡحُق  ۡأََّلا خُى  ىَِٰۡخف  ًَ
يَخََٰ ۡۡٱَِكُحٕاْۡفَۡۡٱن  ٍَ ۡنَُكىۡيِّ ۡۡٱنَُِّسآءَِۡياۡطَاَب  ٌ ِ ۡفَئ َعَۖ ُربََٰ َٔ ۡ َذ
رُهََٰ َٔ ۡ َُىَٰ َيز 
دِۡ ۡحَع  ۡأََّلا خُى  ۡحَُعٕنُْٕاِۡخف  ۡأََّلا ٓ َىَٰ نَِكۡأَد  َۡذَٰ ُُُكى ۚۡ ًََٰ ۡأَي  َۡياَۡيهََكج   ٔ ِحَدةًۡأَ ََٰٕ  ٣ۡنُْٕاۡفَ
Artinya:  Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau 
empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 
maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan 
yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 
berbuat zalim."( Q.S. An-Nisa’ : 3)3.  
 
Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal. 
Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan anatara laki-laki dan perempuan 
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Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syari’at Islam, (Jakarta : PT Rinekab Cipta, 1996), 
Cet II, hlm 1 
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tetapi lebih dari itu, perkawinan  sebagai kontak sosial dengan seluruh aneka 
ragam tugas dan tanggung jawab.
4
 Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan 
yang sangat mulia sehingga melaksanakanya adalah ibadah.  
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, warrahmah, maka penting sekali bagi seorang 
muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan 
agar dapat membina rumah tangga yang di ridhai oleh Allah SWT. 
Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagimana akad  mu’amalah 
yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga 
untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan 
keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang 
harmonis dan bahagia. Suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya 
apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam 
hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan 
menggunkan kata ijab qobul. 
Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali 
merupakan salah satu dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang di 
lakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Hal tersebut di tegaskan dalam KHI 
pasal 19 :  “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus di penuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya”.
5
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Para ahli fiqih sebagimana di kutip Kamal Muchtar, telah 
mengklarifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian : [pertama], di tinjau 
dari sifat kewalianya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai 
hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. [Kedua], di tinjau 
dari keberadaanya terbagi menjadi wali aqrab (dekat ) dan wali ab’ad (jauh). 




Adapun penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan  
akibat perzinahan membawa masalah tersendiri dari kebolehan kawin hamil. 
Ketika wanita hamil karena perzinahan ini dan akhirnya menikah dengan laki-
laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak 
menjadi wali nikah jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah 
seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik anatara aturan 
fiqih dan per-Undang-Undangan di Indonesia. Polemik ini berawal dari 
penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika di pandang 
dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), 
maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya, 
tapi jika di lihat dari sudut pandang fiqih, maka anak tersebut hanya di 
nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa anak itu adalah anak 
sah dari kedua orang tuanya tapi menagapa anak tersebut hanya di nasabkan 
keapada ibunya? Di situlah terdapat perpedaan anatara fiqih dan Undang-
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undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam 
dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar nikah kedua 
orang tua nya. Maka, timbulah pertanyaan siapa wali nikah bagi anak 
perempuan tersebut, dan bagaimana strategi Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tampan dalam menentukan wali nikah bagi anak tersebut. 
Tabel 1.1  















1 2018 8 (delapan) 11 (sebelas) 7 (tujuh) 3 (tiga) 11 
(sebelas) 
Sumber: Dokumen tahunan tentang wali Hakim Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018 
 
Dalam pasal 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
di sebutkan bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau karena 
akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga di ungkapkan dalam Kompilasi 
Hukum Islam pasal 99 yaitu : “ Anak yang sah adalah (a) anak yang di 
lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami 
isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut”.  Ketentuan 
tentang anak sah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI  pada 
dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI di perluas ketentuan tentang pengaruh 
teknologi bayi tabung.  
Ketentuan tersebut menarik untuk di kaji karena rumusan seperti ini 
mempunyai dua arti. [Pertama], anak sah adalah anak yang lahir dalam 
perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang 




langsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada 
batasan waktu minimal usia perkawinan. [Kedua], anak sah adalah anak yang 
lahir akibat perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut lahir akibat hubungan 
suami isteri yang di lakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Pemahaman 
yang timbul dari penjelasan di atas adalah bahwa anak yang sah adalah anak 
yang lahir akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir akibat perkawinan sah 
sudah tentu lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir 
akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil).  
Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang di tinggal mati 
suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil. Maka ia berada dalam masa 
iddah sampai dia melahirkan. Dengan demikian anak tersebut di lahirkan 
dalam perkawinan yang sah di samping akibat perkawinan yang sah. 
Sebaliknya dalam kasus kawin hamil seoarang perempuan yang berzina dan 
hamil karena perzinahan tersebut, kemudian menikah atau di nikahkan maka 
anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sah menurut UU Perkawinan yang 
selaras dengan Kompilasi Hukum Islam.  Anak tersebut adalah anak sah 
menurut rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fiqih.  
Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab atau di dalam perkawinan 
yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia 
kehamilan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah di 
langsungkan. Dengan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menulis dalam 




PENENTUAN WALI BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT 
KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN 
TAMPAN, PEKANBARU”. 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian 
ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, di sini peneliti 
membatasi masalah dengan tulisan karya ilmiah Tinjaun Hukum Islam 
terhadap penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah 
pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru pada Tahun 2018. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian 
ini dapat penulis rumuskan permasalahnya:  
1. Bagaimana penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat 
kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru? 
2. Bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi 
perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA 
kecamatan Tampan Pekanbaru? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana  penentuan wali nikah bagi perempuan 





b. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap penentuan 
wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah 
pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh 
gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan  Syarif Kasim Riau. 
b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam 
bidang munakahat khususnya tentang wali nikah. 
 
E. Metode Penelitian  
Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk 
menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas 
permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna 
menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetauhan 
yang dilakukan secara metodologis dan sistematis
7
. Dengan demikian metode 
ini merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam 
penelitian skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Fild reseacrh).  
Penelitian dilakukan dengan mengambil data dengan melakukan 
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wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan  apa yang dibutuhkan 
oleh peneliti dalam  penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir 
akibat kehamilan di luar nikah.  
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Tampan. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini 
disebabkan tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal penulis. 
3. Subjek dan Objek Penelitian  
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek pada penelitian adalah 
Kepala KUA dan Penghulu pada KUA Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah 
tinjauan Hukum Islam dalam menentukan wali bagi perempuan yang lahir 
akibat kehamilan di luar nikah. 
4. Populasi dan Sampel 
Populasi adalah keseluruhan atau objek dengan ciri yang sama, 
yang di tetapkan oleh penelitian untuk di pelajari dan kemudian di tarik 
kesimpulannya.
8
 Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang 
memiliki sifat-sifat yang sama yang merupakan sumber data untuk 
penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Urusan  
Agama 1 (satu) orang, Penghulu 5 (lima) orang, Administrasi 
Umum 9 (sembilan) 0rang dan Petugas tata usaha 1 (satu) orang. Adapun 
sampel yang peneliti gunakan adalah memakai teknik total sampling 
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(teknik pengambilan sampel dengan populasi). Yaitu berjumlah 16 (Enam 
Belas) orang. 
5. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari 
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam 
bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. 
Sumber data primer peneliti ialah Kepala KUA dan Penghulu Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, 
disertasi dan peraturan perundang-undangan.9 Data yang diambil dari 
beberapa buku KHI dan Undang-Undang perkawinan dan dokumen 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu 
pembahasan tentang wali nikah 
c. Data Tersier 
Data tersier merupakan data pelengkap yang dapat bersumber 
dari kamus, skripsi, jurnal, dan makalah yang disajikan dalam seminar 
Nasional maupun Internasional.  
6. Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini peneliti mendasarkan data primer dengan 
beberapa cara yaitu : 
a. Observasi (Pengamatan) yaitu kegiatan yang paling utama dari metode 
pengumpulan data. Maka dengan itu peneliti langsung terjun ke lokasi 
untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
b. Wawancara, yaitu : Metode pengumpulan data dengan cara menulis 
dan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang 
menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan 
yang peneliti teliti untuk melengkapi data yang di perlukan. 
c. Dokumntasi, yaitu: Aktivitas atau proses penyediaan dokumen-
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan 
pencatatan berbagai sumber informasi.  
d. Kajian Pustaka, yaitu : Dengan memperbanyak sumber-sumber dari 
buku-buku bacaan, majalah, jurnal dan dokumen untuk menuntaskan 
masalah yang di teliti oleh peneliti.  
7. Metode  Analisis Data 
Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan analisis data Deskritif Kualitatif. Analisis yang penulis 
gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian 
berdasarkan data yang di peroleh dari subjek yangn diteliti.  
Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 
dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan 




dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis 
sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang 
diteliti.  
8. Metode Penulisan 
a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian 
berdasarkan fakta-fakta yang ada 
b. Induktif, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan 
penelitian, di analisa kemudian di ambil kesimpulam secara umum. 
c. Deduktif, yaitu pengambilan teori-teori kemudian di ambil kesimpulan 
secara khusus.  
 
F. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari 
5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
  Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
  Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran 
umum tentang KUA kecamatan Tampan kota Pekanbaru, 
Sejarah, visi dan misi, tugas Kepala KUA, tugas Penghulu, tugas 






  BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 
  Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang , Defenisi wali 
nikah,  Syarat-syarat wali nikah, Macam-macam wali nikah, 
Pendapat Imam Maazhab dan Jumhur ulama 
BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
  Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian menganai penentuan 
wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah 
pada KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dan bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap teknis wali nikah bagi 
perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA 
kecamatan Tampan, Pekanbaru. 
 BAB V :  PENUTUP 
  Pada bab ini penelti menguraikan kesimpulan dan saran yang di 
















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Profil KUA Kecamatan Tampan 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibentuk atas dasar 
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 42 pada tahun 
2004. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibangun pada tahun 
1990/1991 yang terletak di Jl. Rajawali sakti Simpang Baru. Adapun tujuan 
pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI membentuk Kantor 
Kemenetrian Agama (KUA) Kecamatan Tampan yaitu untuk meningkatkan 
pelayanan pada masyarakat dibidang agama, yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah 
Kecamatan Tampan, tentunya berdasarkan pembinaan dan kebijakan Kepala 
Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai atasan 
langsung dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. 
 
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tampan 
1. Visi 
Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tampan yang rukun dan taat 
beragama 
2. Misi 
a. Meningkatkan iman dan takwa melalui pembinaan keluarga sakinah 
dan optimalisasi fungsi masjid/musholla 




c. Meningkatkan profesionalisme bimbingan dan pembinaan Haji, zakat, 
wakaf, dan lembaga sosial (HAZAWAIBSOS) 
d. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan seperti : BP4, LPRQ, 
IPHI, MUI KKDTA, PZ4, UPZ, FKPM dan BPKRMI 
 
C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamtan Tampan 
Berdasarkan KMA Nomor 91 Tahun 1969 struktur organisasi tahun 
1969-1974 pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Urusan Agama 
Kecamatan (KUA) yang meliputi: 
1. Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian 
2. Urusan Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk serta Bimbingan 
Kesejahteraan Keluarga 
3. Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji 
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D. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama 
1. Membuat, memeriksa dan menetapkan SOP KUA 
2. Memeriksa dan menandatangi berkas-berkas 
3. Memimpin akad nikah 
4. Memeriksa dan menandatangi duplikat akta nikah 
5. Melayani konsulasi perkawinan 
6. Melayani konsultasi berkaitan rumah ibadah 
7. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kecamatan 
8. Melaksanakan pemilihan keluarga sakinah teladan kecamatan 
9. Menyelenggarakan manasik haji kecamatan 
10. Melakukan pembinaan pangan halal 
11. Menelilti dan mendatangi akta ikrar wakaf 
12. Memeriksa dan menandatangi buku stock khusus 
13. Memeriksa dan menandatangi pembukuan setoran NR 
14. Memeriksa dan menandatangi rekomendasi nikah 
15. Memeriksa dan menandatangu lelisir buku nikah 
16. Memeriksa dan menandatangi surat peng-Islaman 
17. Memeriksa dan menandatangi surat-surat keluar 
18. Memeriksa dan menandatangi BKU oparisional 
19. Mendiposisikan surat manasik 
20. Menerrima dan melaksanakan taukil wali nikah 
21. Memeriksa dan menandatangi lampiran kinerja harian pegawai 
22. Memeriksa dan menandatangi laporan bulanan 




E. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu 
Tugas pokok penghulu berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: 
PER//62/M.PANN/6/2005 adalah melakukan perencanaan kegiatan 
kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan 
nikah/ rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan 
penyelenggaraan ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munkahat, 
dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan 
evoluasi kegaiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. 
Berdasarkan PMA RI Nomor. 30 Tahun2005 yang di tunjuk sebagai 
wali Hakim adalah kepala KUA kecamatan, jika Kepala KUA berhalangan 
untuk hadir maka Kepala Kandepag menujuk salah satu penghulu sebagai 
Wali Hakim.  
Selain tugas pokok tersebut, penghulu juga memeiliki fungsi dalam 
melaksanakan tugasnya, yaitu: 
1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan  
2. Menyusun rencana kerja operasinal kegiatan kepenghuluan 
3. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran 
kehendak nikah/ rujuk 
4. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin 
5. Menyiapkan bukti pendaftaranmnikah/rujuk 
6. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan 
mempublikasikan 





8. Menerima dan melaksanakan taukil nikah/tauliyah wali nikah 
9. Memberikan khuttbah nikah 
10. Memandu pembaca sighat taqlik talak 
11. Mengumpulkan data kasus pernikahan 
12. Memberikan penasihat dan konsutasi nikah/rujuk 
13. Mengidentifikassi kondisi keluarga pra nikah 
14. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah 
15. Membentuk kader pembina keluarga sakinah 
16. Melatih kader keluarga sakinah 
17. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah 
18. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan 
19. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sectoral dibidang kepenghuluan 
20. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan 
 
F. Tugas Pokok Pengadministrasian Umum  
Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala KUA Kecamatan 
Tualang dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan, nikah dan rujuk, 
BINWIN, kemasjidan, Ibsos dan produk halal, zakat, wakaf, dan perhajian.  
Uraian tugas : 
1. Mencatat data peristiwa nikah di buku besar  
2. Menutup buku pencatatan nikah, BS. 1, BS. 2, dan buku kas umum  
3. Mengatur dan mengarahkan tamu-tamu KUA Tualang  
4. Membuat surat keterangan nikah  




6. Melayani informasi tentang haji   
7. Mencatat buku expedisi peristiwa nikah  
8. Membuat dan merekap laporan data Suscatin  
9. Membuat dan merekap data Masjid dan Mushalla  
10. Membuat surat rekomendasi pindah nikah  
11. Membuat rekomendasi IMB Masjid  
12. Membuat surat izin operasional TPQ/ MI  
13. Membuat laporan bulanan  
14. Membuat laporan PNBP  
15. Mengarsip surat masuk  
16. Mengarsip surat keluar  
17. Mengisi BS 1  
18. Mengisi BS 2  
19. Mengagendakan penomoran surat masuk dan keluar  
20. Mengerjakan tugas dari atasan. 
Tugas Penyuluh  
1. Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok 
sasaran  
2. Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran  
3. Menyususn rencana kerja tahunan  
4. Menyususn rencana kerja operasional  
5. Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas  




7. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam 
bentuk naskah  
8. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet  
9. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide  
10. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 
booklet  
11. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 
rekaman kaset  
12. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk 
rekaman video/ film  
13. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji  
14. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan  
15. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada 
kelompok generasi muda  
16. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada 
kelompok LPM  
17. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio  
18. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan 
sebagai sutradara 
19. Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/ evaluasi pelaksanaan 
bimbingan atau penyuluhan  
20. Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan  
21. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan  




23. Melaksanakan konsultasi secara perorangan  
24. Melaksanakan konsultasi secara kelompok  
25. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok  
26. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau 
penyuluhan  
a) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman 
bimbingan atau penyuluhan  
b) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai 
penyaji  
c) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis 
bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas  
d) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang kajian arah 
kebijaksanaan pengembangan atau penyuluhan yang bersifat 
pembaharuan 
e) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang 
pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat 
penyempurnaan  
f) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang 
pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat 
pembaharuan.  
 
G. Tugas Pengelola Hari Besar Islam (PHBI) 
1. Melayani informasi kehendak nikah  




3. Mengisi blangko model N7, NC, dan sighat taklik  
4. Menetapkan jadwal suscatin  
5. Menulis pendaftaran nikah di buku pendaftaran  
6. Menulis pengumuman kehendak nikah  
7. Menyusun jadwal nikah  
8. Memeriksa kebenaran data catin/ model NB  
9. Memberikan penasihatan kepada catin  
10. Menyiapkan dan merapikan ruang balai nikah  
11. Memeriksa jadwal kehendak nikah  
12. Melayani informasi nikah  
13. Mengetik akta ikrar wakaf  
14. Merekap data wakaf  
15. Menulis lembaran akta nikah  
16. Melegalisir buku nikah  
17. Menginventaris barang KUA  
18. Memberi pelayanan informasi zakat  
19. Mengatur keindahan kantor  
20. Melaksanakan perintah dari atasan  
 
H. Tugas Honorer 
1. Membersihkan ruangan KUA  
2. Membersihkan taman KUA  
3. Legalisir foto copy buku nikah  




5. Membantu menulis akta nikah  
6. Mempersiapkan buku tamu  
7. Melayani tamu KUA  
8. Membantu melayani informasi haji  
9. Membantu melayani informasi nikah  
10. Menerima surat masuk  
11. Membantu mengarsipkan surat masuk  
12. Membantu mengarsipkan surat keluar  
13. Membantu mengagendakan penomoran surat masuk dan keluar  
14. Membantu menerima pendaftaran nikah  
15. Mengatur keindahan kantor 
16. Membantu melengkapi kutipan akta nikah  
17. Membantu menginventaris barang-barang yang ada di KUA  

















A. Pengertian Wali Nikah 
Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, waliya, 
wilayah, atau walayah. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-walayah 
(al wilayah) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya 
adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah), juga berarti 
kesaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai 




Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam  terminologi para 
fuqoha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli 
adalah otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan 
suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam 
literatur-literatur fiqih klasik kontemporer,  kata al-wilayah digunakan sebagai 
wewenang seseorang untuk mengelolah harta dan mengayomi seseorang yang 
belum cakap bertindak hukum.  
Dari kata inilah menurut istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang 
belum cakap betindak hukum. Istilah al-waliay juga dapat berarti hak untuk 
menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.
11
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Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan 
wali.” 
Didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dalam Undang-undang 
nomor 1 tahun 1974 pasal 51 tentang perkawinan dijelaskan bahwa :  
1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kesaan orang 
tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di 
hadapan 2 (dua) orang saksi.  
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 
yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. 
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta 
bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan 
anak itu  
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah 
kesaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-
perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. 
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 
perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 
kelalaiannya. 
Sayyid sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud 
dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang 
lain sesuai dengan bidang hukumnya.
12
 Sementara Zahid Hamid menjelaskan 
bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki dalam suatu akad nikah berwenang 
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mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali itu 




B. Syarat Wali Nikah 
Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi 
bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikhkannya.
14
 Apabila 
tidak terpenuhi maka status pernikahanya tidak sah, wali dalam rukun 
perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam 
pasal 20 ayat (1) di nyatakan : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah 




Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali diantaranya: 
1. Telah dewasa dan berakal sehat.  
Dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. 
2. Laki-laki. 
3. Muslim.  
Tidak sah orang yang bukan beragam islam menjadi wali untuk muslim.  
4. Merdeka 
5. Tidak berada dalam pengampuan.  
Alasannya adalah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak 
cakap hukum.  
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6. Berpikiran baik.  
Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh 
menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat 
dalam perkawinan tersebut. 
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering 
terlibat dengan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan sopan santun.  
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.16 
Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa 
persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, 
berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat 
menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya 
sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah 
beragama Islam, jika yang menikah adalah orang Islam pula sebab yang bukan 




C. Macam-macam Wali Nikah 
Wali yang mengakadkan nikah ada dua macam, yaitu: 
1. Wali nasab 
Wali nassab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan yang akan 
dinikahkan. Dan wali yang lebh dekat disebut wali “aqrab”. Wali yang 
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dibelakangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali ab’ad, adapun 
urutan wali tersebut adalah : 
a. Ayah kandung 
b. Kakek dari Ayah 
c. Saudara laki-laki seayah 
d. Anak laki-laki seayah 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah 
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
g. Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung 
h. Paman (saudara laki-laki bapak) sebapak 
i. Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung 
j. Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sebapak 
k. Hakim18 
Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud 
 
Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rassulullah SAW telah 
bersabda “ setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka 
pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya tiga kali, apabila ia telah 
menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas 
kawin) apabila terjadi peselisihan, maka maka sulthan (penguasa) adalah 
wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)19 
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Ketentuan dalam hadist ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana 
perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan 
perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat 
saja diketahui melalui pernyataan tertulis dari wali yang memberi izin 
kepada anaknya untuk menikah.  
2. Wali Hakim 
Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat 
pengadilan atau aparat atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali 
hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 
tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau 
enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah 
putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
20
 
Golongan Syafi‟iyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa wali 
termasuk ke dalam rukun pernikahan. Sedangkan golongan Hanabilah dan 
Hanafiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam syarat sah 
pernikahan. Namun, dari kedua pendapat tersebut sebenarnya 
memperlihatkan bahwa wali merupakan sesuatu yang harus ada dalam 
pernikahan masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama 
berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan 
tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak di 
anggap sah apabila tanpa seorang wali. Pendapat ini dikemukakan oleh 
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Imam Maliki dan Imam Syafi‟i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, 
dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.
21
 
Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk 
sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan 
boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua 
pada saat akan menikah baik pria maupun wanita. 
 
D. Wali Nikah Menurut KHI 
Menurut kompilsi Hukum Islam wali terdiri dari dua: wali nasab dan 
wali hakim 
1. Wali Nasab 
Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan 
yang akan di nikahkan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam 
urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang 
lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan calon mempelai wanita. 
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek 
dari pihak ayah dan seterusnya, kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki 
kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, 
ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, 
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok 
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Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang 
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita. Apabila dalam satu kelompok wali nikah sama derajat 
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikahnya ialah 
kerabat kandung dari kerebat yang seayah dan apabila dalam satu 
kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung 
atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi 




2. Wali Hakim 
Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 
nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal 
atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
setelah ada putusan pengadilan agama.
24
 
Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat 
pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.
25
 
Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 
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tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal 
atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah 
setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 
 
E. Wali Nikah Menurut Empat Mazhab 
1. Menurut Mazhab Syafi‟i 
Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi’i adalah mazhab 
yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah 
pengikut mazhab as-Syafi‟i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di 
Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia 
adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut mazhab 
asy-Syafi‟i.  
Bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga 
menganut mazhab asy-Syafi‟i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya. 
Menurut madzhab syafi‟i seorang perempuan yang ingin melakukan 
pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini 
mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi 
dalam pernikahan. 
Menurut madzhab Syafi‟i seorang perempuan yang ingin 
melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam 
mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus 
dipenuhi dalam pernikahan.Terdapat persamaan pula antara Mażhab 
Syafi‟i, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa 




Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus 
nasab Syar‟i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak 
perwalian.Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.
26
 
Dalam terjemahan kitab Al-Umm dinyatakan bahwa menurut 
Imam Syafi’i semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah).27 
Karena menurut Imam Syafi’i wali merupakan rukun suatu pernikahan.  
Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah 
dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan 
kedudukanya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada 
orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada 
kaitanya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali 
juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.  
Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang 
mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali 
itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan 
ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat 
berkedudukan sebagai orang yang diminta persetujuanya untuk 
kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah dalam perkawinan 
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang 
bertindak untuk menikahkanya.  
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Dalam mazhab syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang 
belum pernah menikah, maka pernikahanya harus disetujui oleh walinya 
yaitu ayah dari perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam 
pandangan asy-syafi’i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan 
lelaki yang dikehendakinya. Alasan yang digunakan oleh mazhab syafi’i 
dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadits Abu Musa Al-Asyafi’i yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut: 
 
Artinya:  Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy’ari ia berkata 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah 
kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud).28  
 
Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, 
Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut : 
ۡقانجۡ ۡ:عٍۡعائشت ۡإذٌۡهللاۡصهىۡهللاۡقالۡرسٕل َۡكحجۡبغير ۡايرأة ۡأيًا ۡٔسهى عهيٓ
ۡ ۡباطم ۡفُكاحٓا ۡيراث,ٔنيٓا ۡفئٌۡ,رالد ۡيُٓا ۡأصاب ۡبًا ۡنٓا ۡفانًٓر ۡبٓا ۡدخم فئٌ
 ابٕۡدأد)رٔاِۡ(.حشاجرٔاۡفانسهطاٌۡٔنيۡيٍَّۡلۡ
Artinya :  Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rassulullah SAW 
telah bersabda “ setiap wanita yang menikah tanpa izin dari 
walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya 
tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut 
berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi 
peselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka 
yang tidak memiliki wali (HR. Abu Daud)29. 
 
2. Mazhab Hanafi 
Pendapat Imam Abu Hanifah, dikalangan ulama terdapat 
perbedaan pendapat didalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, 
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Mazhab hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya 
sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan 
dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia 




Adapun dasar yang dipakai oleh mazhab Imam  Abu Hanifah 
adalah surah Al-Baqarah ayat 232 : 
إَِذا َٔۡۡ خُُى ۡإَِذاۡۡٱنَُِّسآءَۡطَهاق  ٍا َجُٓ ََٰٔ ۡأَز  ٍَ ۡيَُِكح  ۡأٌَ ٍا ُضهُُْٕ ۡحَع  ۡفاََل ٍا ۡأََجهَُٓ ٍَ فَبَهَغ 
ۡبِۡ َُُٓى ۡبَي  ْا  ٕ َض ُرِٔف ۡحََرَٰ ع  ًَ
ِّۡۡٱن  ۡبِ ۡيَُٕعظُ نَِك
ۡبِۡۡۦَذَٰ ٍُ ِي ۡيُؤ  ِۡيُُكى  ٌَ َۡكا َِۡيٍ وَِۡٔۡۡٱّللا  ٕ يَ
ۡٱن 
ِٓخِرۡ  ۡنَُكىۡ ۡٱۡل  َكىَٰ ۡأَز  نُِكى 
ََٔۡۡذَٰ ۡ َُٓرۚۡ أَط  َُٔۡ ۡۡٱّللا ٌَ ٕ ًُ هَ ََّۡلۡحَع  أََخُى  َٔ هَُىۡ  ٢٣٢ۡيَع 
 
Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. 
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman 
di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.itu lebih baik 





Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan 
berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan 
dirinya sendiri,baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang 
mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan 
syarat orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih 
seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh 
menentangnya, dan meminta kepada qad‟i untuk membatalkan akadnya. 
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Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan 
anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia 
mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut diantaranya: 
cucu laki-laki (dari pihak ank laki-laki), ayah.kakek dari pihak ayah, 
saudara kandung, saudara laki-laki seayah.paman (saudara ayah), anak 
paman, dan seterusnya. 
Sebagai mana diketahui bahwa Mazhab Hanafi menyandarkan 
pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat 
ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat 
perkawinan, bukan rukun perkawinan, ulama Hanafiyah meringkas rukun 
nikah terdiri atas Ijab dan Qobul, dan status wali hanya menjadi syarat 
sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-
laki, orang gila, perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. 
Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak 
berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut 
dengan akad nikah (ijab dan qabul) dengan syarat keduanya kafaah, jika 




Mazhab Hanafi rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijāb dan qabūl 
(akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin 
laki-laki). Namun mażhab Hanafi, menyatakan bahwa adanya saksi pada 
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pernikahan ialah termasuk sebagai syarat sahnya nikah, sebagaimana 
dalam kitab Al-Mabsuṭ karangan Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi: 
Mushannif berkata bahwa telah disampaikan kepada kami dari 
Rasulullaah SAW. beliau bersabda “Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-
saksi33. 
Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah 
tanpa kehadiran dua saksi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat 
penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah 
tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak 
ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab 
Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, 
melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan 
dengan syarat tertentu.  
Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wali nikah 
menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun pernikahan 
dan menurut Mazhab Hanafi wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya 
menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin 
melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak 
dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih 
dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan 
melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya. 
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Mazhab Hanafi tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya 
mempelai wanita dan pria, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan 
qobul.Sedangkan wali menurut mazhab Hanafi bukan bagian dari syarat 
sahnya pernikahan akantetapi hanya sebagai alternatif atau pelengkap 
dalam melaksanakan prosesi ijab dan qobul. Mazhab Hanafi juga berbeda 
pendapat mengenai Persoalan wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar 
pernikahan. Ketika seorang anak akan melangsungkan pernikahan maka 
wali tidak di perlukan karena mazhab Hanafi berpendapat status wali 
bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan 
sebagai jalan alternative atau pelengkap sahnya perkwinan dengan syarat 
tertentu34.  
 





Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang 
perpindahan hak perwalian nikah serta nisab anak zina, maka dapat 
dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau 
penggantinya.Mażhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa 
anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, 
bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus 
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nasab Syar‟i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak 
perwalian.Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim. 
Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang 
perpindahan hak perwalian nikah serta nisab anak zina, maka dapat 
dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau 
penggantinya.Mażhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa 
anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, 
bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus 
nasab Syar‟i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak 
perwalian.Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim. 
3. Mazhab Maliki 
Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wali yang 
terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak 
dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau 
sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan 
wanita menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda.  
Ketika melihat anak yang berasal dari hubungan diluar nikah 
tersebut tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya 
dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak 
bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah 
baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada 
ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan 




Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak 
tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh ibnu „Usaimin 
rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud 
dengan Sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya.Kalau di 
Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama 
(KUA).Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah 
sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. 
 
Artinya:  “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya 
maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah 
menggauilinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti 
atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan 
dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahkannya 
maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak 
punya wali.”(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, 




Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan wali dalam 
perkawinan terdapat dalam surat Al-baqarah (2):232 yaitu:  
إَِذا َٔۡۡ خُُى ۡۡٱنَُِّسآءَۡطَهاق  ٍا َجُٓ ََٰٔ ۡأَز  ٍَ ۡأٌَۡيَُِكح  ٍا ُضهُُْٕ ۡفاََلۡحَع  ٍا ۡأََجهَُٓ ٍَ فَبَهَغ 
َُُٓىۡبِۡ ْاۡبَي   ٕ َض ُرِٔفۡ إَِذاۡحََرَٰ ع  ًَ
ِّۡۡٱن  نَِكۡيَُٕعظُۡبِ
ۡبِۡۡۦَذَٰ ٍُ ِي ۡيُؤ  ِۡيُُكى  ٌَ َِۡيٍَۡكا ۡٱّللا
وَِۡٔۡ  ٕ يَ ِٓخِرۡ ۡٱن  ۡنَُكىۡ ۡٱۡل  َكىَٰ ۡأَز  نُِكى 
ََٔۡۡذَٰ ۡ َُٓرۚۡ أَط  َُٔۡ ۡۡٱّللا ٌَ ٕ ًُ هَ ۡحَع  ََّۡل أََخُى  َٔ ۡ هَُى يَع 
٢٣٢ۡۡۡ
Artinya:  Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma´ruf. 
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Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman 
di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik 
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 
mengetahui 
 
Sejalan dengan harus ada izin wali, wali juga dilarang mempersulit 
perkawinan, sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh 
menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai 
ganti wali nasab yang mempersulit. Hubungannya dengan wali nikah anak 
zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada 
pendapat imam Maliki maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya 
di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali.  
Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim 
sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali 
anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa 
menjadi wali terhadap anak zina tersebut. 
4. Mazhab Hambali 
Ibnu qudamah dari mazhab Hambali menyatakan , wali harus ada 
dalam perkawinan (rukun nikah) yakni harus hadir ketika melakukan akad 
nikah. Menuutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum 
yang bersifat berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan 
hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga umum 
harus di lakukan dari dalil khusus. 
Ibnu Qudumah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk 
menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau 
tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, 




Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu 
rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah 
menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan 
adanya wali adalah Qur‟an dan hadis. 
نِيۡ  َٕ بِ  َّلَََِۡكاََحۡإَِّلۡا
Sabda Rasulullaah SAW Artinya : Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-
Asy‟ari ia berkata” Sesungguhnya Rosulullah SAW bersabda Tidak ada 
nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud)
37
.  
Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, 
Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut: 
 
Artinya :  Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rosulullah SAW 
telah bersabda” Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari 
walinya, maka pernikahannya batal, Rosulullah SAW 
mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka 
wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin ) 
apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah 
wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)38 
 
Semua dalil-dalil diatas merupakan argumentasi yang dijadikan 
sebagai dasar atas keharusan adanya wali. Hubungannya dengan wali 
nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang 
berpegang pada pendapat imam Hambali maka bagi anak zina tersebut 
yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus 
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memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali 
hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah 
wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa 
menjadi wali terhadap anak zina tersebut.  
Menurut imam Hambali apabila salah seorang laki-laki mengawini 
seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, 
maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya 
perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), 
anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya  nasabnya kepada 
seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. 
Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul.  
Ketika ayah biologis tidak punya hak wali, lalu siapakah yang 
berhak menjadi wali dari anak zina? Sebagaimana telah di terangkan 
sebelumnya dalam tulisan di urutan hak perwalian dalam pernikahan, 
bahwa yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab. Jika wali pada 
bagian ini tidak ada, baik secara nyata maupun tidak ada (hissi) menurut 
pandangan agama (syar`i), maka hak wali berpindah kepada wali wila`. 
Jika wali perempuan tersebut bukanlah mantan budak sehingga wali dari 
pihak wila` tidak berlaku baginya, maka hal wali langsung berpindah 
kepada sulthan dan penggantinya. 
Pada dasarnya empat mazhab fiqih memiliki pedoman yang sama 
dalam menentukan suatu hukum yaitu al-qur‟an dan hadits, tetapi empat 
mazhab fiqih itu berbeda dalam hal menafsirkan al-qur‟an dan mentakhrij 




nikah bagi anak luar nikah, perbedaan yaitu menurut mazhab Syafi‟i, 
Maliki, Hambali bahwa ayah bioligis tidak memiliki wewenang untuk 
menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, karena mażhab Syafi‟I, 
Maliki, dan Hambaliberpendapat anak yang lahir kurang dari enam bulan 
setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, bahwa nasab anak 
luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah 
sebagai ajnabiyyah (orang asing), Menurut mażhab syafi‟i, Maliki, dan 
Hambali tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar‟i, maka nasab 
status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. adapun implikasinya 
yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti 
kewarisan, nafkah, serta perwalian.Namun berbeda dengan mazhab Hanafi 
yaitu: bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan 
menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya 
menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Adapun menurut mażhab 
Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam 
bulan setelah adanya akad perkawinan, dan dicukupkan dengan adanya 
akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari 
persetubuhan antara suami istri. 
Menurut mażhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap ṡabit 
terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah 
anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak 







Adapun kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut 
1. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru.  Penentuan 
wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah walinya 
adalah wali hakim. Strategi yang dilakukan oleh penghulu dalam 
penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah 
pada waktu rafa' atau pemeriksaan, apabila terdapat kejanggalan pada 
waktu pernikahan orang tua calon pengantin perempuan dan waktu 
kelahiran calon pengantin perempuan, maka penghulu akan menghubuhngi 
orang tua dari calon penganatin tersebut untuk menanyakan kejelasan 
tentang nasab anak tersebut. Apabila orangtua mengakui bahwa anak 
tersebut adalah anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah maka 
penghulu akan memberikan arahan dan nasehat bahwa ayah biologis anak 
tersebut tidak bisa menjadi wali anaknya, dan wali nikah bagi anak yang 
lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah wali hakim. 
2. Ditinjau dari hukum Islam, pentuan wali bagi anak yang lahir akibat 
kehamilan diluar nikah menuai perbedaan pendapat, menurut mazhab 
Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, ayah biologis tidak dapat menjadi 
wali bagi anaknya. Karena anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah 
hanya bernasab kepada Ibunya. Dan wali bagi anak yang lahir akibat 




Hanafi, ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Karena 
status wali nikah tidak dijelaskan didalam rukun dan syarat.  
 
B. Saran 
1. Kepada KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru agar lebih meningkatkan 
pemeriksaan persyaratan perkawinan.  
2. Kepada orang tua, ayah biologis dari anak yang lahir akibat kehamilan 
diluar nikah dapat memberikan informasi yanh sesungguhnya kepada 
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1. Siapakah yang berhak menjadi wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan di 
luar nikah ? 
2.  Apakah banyak kasus dalam pernikahan dengan memakai wali hakim?  
3. Siapa-siapa saja yang berhak memakai wali hakim ?  
4. Bagaimana proses pelaksanaan penetapan wali hakim ?  
5. Apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan menggunakan wali hakim ?  
6. Apakah ada kendala dalam proses menetukan wali hakim? 
7. Apa dasar yang menjadi pertimbangan penetapan wali bagi anak hasil nikah 
hamil ? 
8.  Bagaimana tahap-tahap mengetahui adanya anak hasil nikah hamil ?  
9.  Berapa banyak kasus yang terjadi selama Tahun  2018 pernikahan yang 
menggunakan wali hakim?  
10.  Bagaimana solusi pihak KUA untuk mengatasi banyaknya nikah hamil di 
KUA Tampan Pekanbaru? 





 
